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KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
TA 2016

I. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018. Dalam mewujudkan
pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan 3 program utama yaitu : (1)
Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi
Pangan; serta (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam
pencapaian sasaran tahun 2016, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan
kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tugas fungsi kelembagaan pangan; (2)
sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
dan (3) sinkronisasi antara program kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah diharapkan kinerja kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang

diharapkan.

ILI.Tujuan

a. Mensinkronkan prioritas kegiatan program pembangunan ketahanan pangan di
tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Melaksanakan koordinasi perencanaan, perumusan bahan kebijakan dengan seluruh
stakeholders terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pembangunan
ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan
keamanan serta kerawanan pangan; peningkatan produksi ketersediaan pangan dan
perbaikan gizi di Jawa Tengah.

c. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan
ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah

III. Sasaran:
Aparat yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada bagian

perencanaan, monitoring dan evaluasi.



IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2016. Total anggaran sebesar
Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No Sub Kegiatan Jumlah (Rp.)

1 Sinkronisasi Operasional Kegiatan (SOK) 44.610.000
Pembangunan Ketahanan Pangan TA. 2016

2 Rapat Teknis Perencanaan Program dan Kegiatan 49.810.000
Pembangunan Ketahanan Pangan TA. 2017

3 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan 87.380.000

4 Rapat Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan 21.900.000
Pangan

5 Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan 48.110.000

6 Penghargaan Petani Berprestasi Pengelola Lahan 220.990.000
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

7 Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 89.410.000

8 Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi / Pertemuan 137.790.000
Tingkat Nasional
TOTAL 700.000.000

V. Pelaksanaan

VI.

No Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 Sinkronisasi Operasional Kegiatan (SOK) Januari 2016
Pembangunan Ketahanan Pangan TA. 2016

2 Rapat Teknis Perencanaan Program dan Kegiatan Oktober 2016
Pembangunan Ketahanan Pangan TA. 2017

3 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Maret s.d. Desember 2016

4 Rapat Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan April dan Oktober 2016
Pangan

5 Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan Maret s.d. November 2016

6 Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Juni s.d. Oktober 2016

7 Penghargaan Kepala Daerah dan Petani Berprestasi | Februari s.d. September
pada LP2B 2016

8 Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi / Pertemuan Januari s.d. Desember

Tingkat Nasional

2016

Output dan outcome

No

Sub Kegiatan Output

Outcome

1

Sinkronisasi Operasional Rapat Koordinasi dan

Terkoordinirnya

Kegiatan (SOK)
Pembangunan Ketahanan
Pangan TA. 2016

Persiapan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Pembangunan Ketahanan

pelaksanaan program dan
kegiatan Pembangunan
Ketahanan Pangan APBD I




Koordinasi / Pertemuan
Tingkat Nasional

dan kegiatan
e Menghadiri Pertemuan
Tingkat Nasional

No Sub Kegiatan Output Outcome
Pangan APBD I yang yang dialokasikan di
dialokasikan di tingkat tingkat kabupaten/kota
kabupaten/kota

2 Rapat Teknis Perencanaan |e Terselenggaranya Terwujudnya program

Program dan Kegiatan Ratekcan Program ketahanan pangan tahun
Pembangunan Ketahanan Ketahanan Pangan, 2017 yang komprehensif,
Pangan TA. 2017 penyamaan persepsi terpadu antara Pusat,
dan terumuskannya Provinsi yang dalam
program ketahanan operasionalnya dapat
pangan Provinsi Jawa | memperoleh dukungan
Tengah secara berkala | dana dari APBD II.
selama berjalannya
program.
e Program dan Kegiatan
APBD II yang sesuai
dengan APBD I dan
APBN
3 Pelaksanaan Kegiatan e Terlaksananya Rapat e Terkoordinasinya
Dewan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan seluruh stake holder
Ketahanan Pangan yang terlibat dalam
¢ Terlaksananya Rapat program DKP,
POKJA Ahli Dewan sehingga dapat
Ketahanan Pangan memecahkan masalah
Provinsi Jawa Tengah serta dapat mencapai
e Terumuskannya masalah tujuan program.
dan teridentifikasinya e Terwujudnya
masalah, upaya koordinasi pemantapan
pemecahan serta Ketahanan Pangan
kebijakan dalam Provinsi Jawa Tengah
pembangunan
ketahanan pangan
4 Penyusunan Regulasi Tersusunnya regulasi Meningkatnya
Kedaulatan Pangan kedaulatan pangan ketersediaan regulasi yang
mendukung dalam
pelaksanaan
pembangunan ketahanan
pangan

5 Penghargaan Adhikarya Masyarakat dan Aparat Meningkatnya partisipasi

Pangan Nusantara Pemerintah yang masyarakat dan aparat
berprestasi dalam pemerintah dalam
pembangunan ketahanan | pembangunan ketahanan
pangan pangan

6 Penghargaan Kepala Kepala Daerah dan Petani | Meningkatnya motivasi

Daerah dan Petani yang berprestasi pada Kepala Daerah dan Petani

Berprestasi pada LP2B LP2B dalam pengelolaan LP2B

7 Monitoring dan Evaluasi, e Pemantauan program Terpantaunya program

dan kegiatan
pembangunan ketahanan
pangan agar sesuai
dengan target dan sasaran
yang diharapkan




VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 — 2018, yaitu:

1. Regulasi Kedaulatan Pangan : 1 Regulasi

2. Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Ketahanan Pangan : 2 Dokumen

KEGIATAN PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN
PANGAN MASYARAKAT
TA 2016

I Latar belakang

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan/dan atau pembuatan makanan atau
minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah, mutu, keamanan dan merata
serta terjangkau. Dari sisi konsumsi adanya kemampuan setiap rumah tangga mengakses
pangan yang cukup bagi masing-masing anggotanya untuk tumbuh sehat produktif dari
waktu ke waktu, maka diperlukan sistem distribusi yang efisien dan efektif yang dapat
menjangkau ke seluruh wilayah dan ke seluruh golongan masyarakat. Ketahanan pangan
suatu wilayah tercermin dari ketersediaan pangan secara nyata, yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat.

Ketersediaan pangan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang. Penyediaan pangan
diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan
pangan. Pemasukan pangan hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan
cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk dalam negeri.

Salah satu upaya yang perlu ditempuh dalam mengembangkan ketersediaan pangan
pada setiap saat adalah dengan mengembangkan cadangan pangan baik cadangan pangan
pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa cadangan pangan nasional meliputi

cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi dan desa),



sedangkan cadangan pangan masyarakat dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat dan organisasi masyarakat baik swasta, koperasi maupun atau perorangan.
Perumusan kebijakan ketersediaan pangan yang tepat harus didasari oleh data dan
informasi yang berkualitas yaitu yang relevan, tepat waktu dan akurat. Informasi mengenai
situasi penyediaan pangan secara menyeluruh di suatu negara atau wilayah digambarkan
melalui Neraca Bahan Makanan (NBM). Penyusunan NBM dilakukan dalam periode tahunan
untuk menyajikan informasi ketersediaan bahan makanan secara nasional. Dengan
mencermati NBM dari tahun ke tahun dapat diketahui adanya perubahan jenis dan
ketersediaan serta tingkat kecukupan menurut kebutuhan gizi bahan makanan yang harus
tersedia untuk konsumsi penduduk secara keseluruhan. NBM juga berguna untuk
menganalisis situasi pangan suatu Negara/wilayah. Metode penghitungan NBM mengacu
pada metode dari Food and Agriculture Organization (FAO). Data dan informasi yang
digunakan bersumber dari data resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Namun demikian proses pengolahan data seringkali menemui kendala sehingga informasi
yang dihasilkan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini akan berujung pada

tersedianya data yang kurang tepat, tidak informatif dan tertinggal.

II. Tujuan

Tujuan kegiatan pembinaan peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan
masyarakat adalah untuk membina meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan
masyarakat, mefasilitasi masyarakat dalam kesinambungan penyediaan pangan dan
mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

Ketersediaan pangan di analisa melalui berbagai metoda analisis yaitu; (1). metode
analisis prognosa surplus deficit, (2). metode analisis prognosa ketersediaan pangan pada
Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), (3). metode analisis ketersediaan pangan melalui

pendekatan Neraca Bahan Makanan (NBM).

III. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai melalui pemberdayaan ketersediaan pangan adalah :
a. Terpantaunya ketersediaan pangan di daerah/provinsi
b. Meningkatnya profesionalisme petugas dalam pemantauan ketersediaan pangan
wilayah.
c. Terbangunnya system ketersediaan pangan dalam mewujudkan kedaulatan,

kemandirian dan ketahanan pangan.



IV. Pelaksanaan Kegiatan

Ketersediaan pangan di analisa melalui berbagai metoda analisis yaitu;

(1)

(2)

(3)

Analisis prognosa surplus defisit,

Analisis prognosa surplus deficit ini adalah hanya didilakukan terhadap 12
komoditas pokok dan strategis yaitu; padi/beras, jagung, kedelai, kacangtanah,
kacanghijau, ubikayu, ubijalar, gula, daging, telor, susu, dan ikan. Kondisi
ketersediaan pangan 1 tahun yang lalu dianalisis menggunakan data produksi
Angka Tetap (ATAP) dan tahun berjalan dianalisis dengan Angka Ramalan
(ARAM).

Analisis prognosa ketersediaan pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN).

Analisis prognosa ini dilakukan pada saat tertentu yaitu pada menjelang Hari
Idhul Fitri, Idhul Adha, Perayaan Natal dan Tahun Baru, yang dilaksanakan pada
H-15 sampai dengan H-7 menjelang HBKN dengan tools/applikasi Prognosa
Ketersediaan Pangan menjelang HBKN., adapun data yang dipergunakan adalah

data produksi, eksport-import dan Konsumsi.

Analisis ketersediaan pangan melalui pendekatan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Analisa NBM dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli-September. Data yang
dipergunakan adalah angka produksi pangan tetap (ATAP). Analisa dilakukan
dengan alat bantu applikasi, Sesuai dengan prinsip neraca maka total
penyediaan bahan makanan (TS) adalah sama dengan total penggunaannya
(TU), yang dapat dinyatakan dengan persamaan sbb:

TS =TU,

atau

O-— AST+M-X=F+S+I1+W+Fd

Berdasarkan persamaan tersebut diatas, maka jumlah bahan makanan yang
tersedia untuk dikonsumsi (Fd) yaitu:

FA=OAST+HM-X—-(F+S+ 1+ W)

Untuk mendapatkan jumlah ketersediaan bahan makanan per kapita maka
jumlah bahan makanan yang tersedia dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun, yang dapat dinyatakan dengan persamaan:

Fd perkapita = Fd / 3 penduduk



Informasi ketersediaan per kapita masing — masing bahan makanan ini disajikan
dalam bentuk kuantum (volume) dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kkal

energi, gram protein, dan gram lemak.

(4) Tim Kerja

(5)

(6)

(7)

Untuk melasanakan kegiatan Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan
Masyarakat, dibentuk Tim Analisis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah. Untuk susunan
Tim Analisa ketersediaan pangan akan ditentukan lebih lanjut.

Jadwal pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember
2016

Lokasi kegiatan

Lokasi kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi.

Jumlah anggaran

Jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan
Masyarakat bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 250.000.000,-.

V. Indikator

a.

Input

e Tersedianya dana Rp. 250.000.000,-

e Tersedianya data perkembangan ketersediaan dan cadangan pangan di
Kabupaten/Kota dan Provinsi.

e Tersedianya SDM Pelaksana ketersediaan dan cadangan pangan Provinsi Dan
kabupaten/Kota.

Keluaran ( Output )

e Terselenggaranya pertemuan koordinasi dan analisis ketersediaan Pangan
masyarakat;

e Terbinanya petugas data ketersediaan Pangan masyarakat di 29 Kabupaten
dan 6 Kota;

e Teridentifikasinya berbagai masalah/kendala dalam pelaksanaan peningkatan
ketersediaan dan cadangan pangan.

Hasil ( Outcome )

e Tersedianya data ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat;

e Meningkatnya kinerja petugas data ketersediaan pangan masyarakat;



e Meningkatnya cadangan pangan masyarakat melalui pendekatan teknologi
pangan;
e Terpecahkanya berbagai masalah/kendala dalam pelaksanaan pengembangan
ketersediaan pangan.
d. Manfaat (Benefit)
e Diketahuinya surplus defisit ketersediaan dan cadangan pangan di Jawa
Tengah;
e Diketahuinya surplus defisit ketersediaan pangan di Jawa Tengah menjelang
HBKN.
e Tersusun analisis Neraca Bahan Makanan Provinsi Jawa Tengah
e. Dampak (Impac)

Meningkatnya kualitas data ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat.

PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PENANGANAN
KERENTANAN PANGAN DI MASYARAKAT TAHUN 2016

L. Pendahuluan

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan
masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada
intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya
secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses
pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya mencari alternatif
peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan
sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di
pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan mayarakat miskin dilakukan
melalui jalur ganda/ twin track strategy yaitu :

(a) Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan
kerja dan pendapatan dan
(b) Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui

pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.



Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat miskin
dengan menerapkan kedua strategi tersebut melalui kegiatan Peningkatan Kemandirian dan
Penanganan kerentanan Pangan di Masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan. Kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha
produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya
beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga.

Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri
Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi
masyarakat miskin di pedesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Millenium

Development Goals (MDGS) yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan.

II. Tujuan
1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara
optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian
pangan rumah tangga dan masyarakat.

2. Menganalisis situasi pangan dan gizi.

III. Sasaran
Sasaran kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan kerentanan pangan di
masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa rawan pangan sesuai PDBT
2015 atau penerima Raskin.

IV. Sumber Pendanaan
Sumber dana kegiatan ini dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2016 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,-.

V. Ruang Lingkup Dan Lokasi Kegiatan
1. Ruang Lingkup Kegiatan
a) Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri pangan
Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan
pendampingan; penetapan desa pelaksana. Lokasi desa mandiri pangan
tahun 2016 adalah di 24 desa, 48 kelompok. Tahapan pelaksanaan kegiatan

meliputi :



i). Seleksi Lokasi Sasaran

Saat ini masih menunggu usulan dari kab/kota. Adapun syarat lokasi

kegiatan adalah sebagai berikut :

1). Kabupaten/Kota
Syarat: (a) memiliki unit kerja ketahanan pangan, (c) terbentuk
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, dan (d) adanya
partisipasi masyarakat/Pemerintah  Daerah  setempat untuk
pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan replikasi Model
Desa Mandiri Pangan.

2). Kecamatan
Syarat: (a) adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung
pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dll), dan (b)
memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung
pelaksanaan program.

3). Desa
Syarat: (a) desa rentan pangan (Desa merah PBDT 2015)
berdasarkan Survei BPS, (b) memiliki potensi (SDA dan SDM) yang
belum dikembangkan, (c) aparat desa dan masyarakat memiliki
respon yang tinggi dan kesediaan menerima program yang
diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap Program aksi
Desa Mandiri Pangan.

4). Penerima Manfaat
Syarat : Rumah Tangga Miskin sesuai dengan PBDT 2015 dan atau

penerima Raskin.

ii). Pendampingan
Tenaga pendamping pada desa baru berasal dari sarjana pendamping.
Tugas Pendampingan pada tahap persiapan: (a) menumbuhkan dan
mengembangkan kelompok afinitas, kelompok wanita yang berasal dari
anggota dasa wisma, lumbung pangan, (b) mengembangkan dinamika
kelompok afinitas, (c) membina kelompok-kelompok afinitas dalam
merencanakan usaha produktif, (d) menumbuhkan lembaga layanan
permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok-

kelompok afinitas.



iif). Sosialisasi Program
Sosialisasi program dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa Tengah bersama Badan/kantor Ketahanan Pangan Kab/Kota kepada
desa sasaran program, dan untuk mendapatkan dukungan kegiatan
Instansi lintas sektor.

iv). Pemberdayaan Kelompok Afinitas
Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa
kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara bersama-
sama. Anggota kelompok afinitas adalah 80% Rumah Tangga Miskin
(RTM) dan 20% non RTM sebagai penggerak aktifitas kelompok afinitas,
yang dibina melalui program Aksi Desa Mandiri Pangan. Pemberdayaan
kelompok afinitas dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan
pendampingan.
Sanksi Penerima Bantuan apabila tidak dimanfaatkan atau disalah
gunakan sebagaimana juklak DMP Tahun 2016, maka penerima bantuan
akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak akan diberikan bantuan
lanjutan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sekurang-
kurangnya selama 3 Tahun.

v). Penyaluran Paket Bantuan Ternak kambing/domba dan Alat
Pengolahan Pangan
Bantuan Paket Ternak Kambing/domba dilaksanakan oleh Provinsi untuk
48 kelompok afinitas masing-masing kelompok sebanyak 30 ekor dengan
rincian 27 ekor betina dan 3 ekor jantan, dalam mendukung usaha
kelompok-kelompok afinitas, sedangkan pemberian bantuan alat
pengolahan pangan untuk 48 kelompok masing-masing sebanyak 1 paket
untuk pengembangan usaha kelompok dalam rangka meningkatkan
kemampuan pengelolaan usaha produktif melalui pemanfaatan pangan
lokal.

b) Kegiatan Penangan Kerentanan Pangan

i). Analisis Data SKPG
Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada
tiga aspek utama yaitu aspek ketersedian, askes, dan pemanfaatan
pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase

ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data



tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam da luas puso, serta
diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada
komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung.
Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan
harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan
terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras,
jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur.
Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status
gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka
balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-
turut, dan angka balita dengan berat badan dibawah garis merah
dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan terakhir.

Untuk analisisdata SKPG tahunan, data vyang dianilisis

(1) ketersediaan pangan dengan menghitung rasio antara ketersediaan
dibandingkan dengan konsumsi normatif; (2) akses pangan yaitu dengan
menghitung persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I,
serta diperkuat dengan analisis terhadap harga komoditas pangan utama
dan strategis, IPM dan NTP; dan (3) pemanfaatan pangan dengan

menilai prevalensi gizi kurang pada balita.

ii). Investigasi
Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang
direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi kepada Ketua DKP melalui
Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di provinsi dan
kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan
pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian.
Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana
pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak
mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan /
intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran
bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7)
mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan :
pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional.
Pembentukan Tim Investigasi di provinsi atau kabupaten/kota dilakukan

oleh Badan/Dinas/Unit kerja ketahanan pangan provinsi dan



kabupaten/kota pada saat diperlukan, untuk menangani indikasi rawan
pangan hasil analisis SKPG/laporan pemantauan, dan dapat dibubarkan
setelah tugas Tim Investigasi minimal 5 (lima) orang dari instansi terkait,
anggota Pokja SKPG yang mempunyai keahlian di bidangnya atau dari
pejabat, dan staf lingkup Badan/Kantor/Dinas/unit kerja ketahanan

pangan provinsi atau kabupaten/kota.

VI. Waktu Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu:
No Kegiatan Waktu Keterangan
Pelaksanaan

1 Identifikasi lokasi Desa | Januari Melaksanakan identifikasi ke

Mandiri Pangan lapangan di lokasi DMP oleh Badan
Ketahanan Pangan Prov. Jateng.
2 Sosialisasi Program DMP | Maret Sosialisasi untuk desa baru 26
di 24 Desa. desa, dilaksanakan oleh
Badan/Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten masing-masing lokasi.
3 Rakor & Monev. Januari & Juni Pelaksanaan oleh Badan Ketahanan
Pangan Provinsi.
4 | Rakor Rawan Pangan Juni dan Nopember | Pelaksanaan oleh Badan Ketahanan
Pangan Provinsi.

5 Pengadaan Agustus Pelaksana pengadaan oleh ULP
alat/perlengkapan (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi
pengolah pangan 48 Jawa Tengah
kelompok, 48 unit.

6 Pengadaan ternak | September Pelaksana pengadaan oleh ULP
kambing/domba  untuk (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi
48 kelompok di 24 desa. Jawa Tengah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGUATAN
LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2016

L.

Latar Belakang

Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil

yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan




untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan
sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk
mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Desa merupakan salah satu
entry point untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan
pangan di tingkat rumah tangga yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya
ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Upaya penanggulangan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dilakukan oleh
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah melalui Kegiatan Pengembangan
Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan melalui pemberdayaan gapoktan dalam
wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Melalui program ini diharapkan
masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan
pengembangan ekonominya sehingga dapat menjalani kerja produktif, secara berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
melalui suatu proses penguatan kelembagaan dan pendampingan yang berkelanjutan
dengan menerapkan prinsip memfasilitasi masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri
dan berlandaskan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan baik tahap penumbuhan,
pengembangan dan mandiri dalam menghasilkan pendapatan sehingga mereka mampu
mempunyai akses terhadap sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar, serta dapat
mengantisipasi kondisi paceklik melalui pengelolaan cadangan pangan di desa termasuk
pengembangan bisnis murni unit usaha gapoktan.

Sebagai salah satu tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dalam rangka
menjalankan subsistem distribusi pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah
pembinaan Gapoktan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Kelembagaan
masyarakat (gapoktan) yang memiliki potensi ekonomi di desa dan potensi produksi
gabah/beras pertahunnya, masyarakat desa/petani gapoktan dihadapkan pada harga jual
gabah yang rendah saat panen, tidak terdapatnya peluang penyimpanan gabah/beras
sebagai cadangan pangan masyarakat/anggota gapoktan terutama menghadapi musim

paceklik.

II. Maksud dan Tujuan.
a. Meningkatkan kemampuan Gabungan Kelompok Tani untuk mengembangkan unit
usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup pembelian, penyimpanan,
pengolahan dan penjualan hasil pertanian dalam rangka mendorong stabilitas harga

pangan strategis;



II1.

IV.

b. Meningkatkan kemampuan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam

mengembangkan unit cadangan pangan untuk menyimpan pangan (gabah/beras)
dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya;

Meningkatkan kemampuan unit usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam
mengembangkan usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran milik
gapoktan dalam mengembangkan jejaring distribusi pangan dengan mitra diluar

wilayahnya

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup substansi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah :

a. Sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa  Melalui Penguatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa  Melalui Penguatan Gapoktan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat;

c. Fasilitasi gabah distribusi pangan (Pengembangan tunda jual) melalui
Pemberdayaan Masyarakat Desa Penguatan Gapoktan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat;

d. Promosi dan pemasaran pangan melalui Jateng Fair;

e. Promosi dan pemasaran pangan melalui Soropadan Agro Ekspo (SAE);
f.  Promosi dan pemasaran pangan melalui Hari Pangan Sedunia;

g. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

Sasaran

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan adalah 58 Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) pada 29 Kabupaten, Pelaku usaha produk pangan pada 35
Kabupaten/Kota.

Lokasi Kegiatan

a. Lokasi kegiatan fasilitasi distribusi pangan (tunda Jual) adalah 58 Gabungan
Kelompok Tani di 29 Kabupaten se Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes,
Batang, Pemalang, Tegal, Pekalongan, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati,
Blora, Grobogan, Semarang, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Boyolali,
Wonogiri, Rembang, Temanggung, Magelang, Purworejo, Banjarnegara,

Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Banyumas dan Cilacap;



VI.

b. Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Gapoktan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat;

c. Lokasi kegiatan Promosi dan pemasaran pangan melalui Jateng Fair adalah PRPP
Kota Semarang;

d. Lokasi kegiatan Promosi dan pemasaran pangan melalui Soropadan Agro Ekspo
(SAE) Soropadan Kabupaten Temanggung;

e. Lokasi kegiatan Promosi dan pemasaran pangan melalui Hari Pangan Sedunia

Sesuai Peresetujuan Gubernur Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota);

Jadwal Kegiatan

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Bulan
112 (3 |4 |5 1|6 |7 |8 |9 10 |11 | 12

No | Kegiatan

1 Sosialisasi gapoktan

2 Fasilitasi distribusi
pangan (tunda jual)

3 Promosi dan pemasaran
pangan melalui Jateng
Fair

4 Promosi dan pemasaran
pangan melalui
Soropadan Agro Ekspo
(SAE)

5 Promosi dan pemasaran
pangan melalui  Hari
Pangan Sedunia

6 Pemberdayaan
Masayarakat Desa
melalui LDPM

7 Monev Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan
Kegiatan Fasilitasi bantuan gabah tunda jual untuk pengembangan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat adalah melalui pelelangan yang diselenggarakan oleh

Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah :
a. Verifikasi Gapoktan calon penerima fasilitasi bantuan gabah tunda jual bulan

Januari-Pebruari 2016;



VII.

VIII.

Penetapan Gapoktan calon penerima fasilitasi bantuan gabah tunda jual bulan
Maret 2016;

Penyusunan HPS dan dokumen pengadaan Gapoktan calon penerima fasilitasi
bantuan gabah tunda jual bulan Januari-Maret 2016.

Proses Pelelangan Oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah pada
bulan Maret-April 2016.

Proses pengiriman gabah kepada gapoktan calon penerima fasilitasi bantuan

gabah tunda jual bulan April-Juni 2016.

Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil identifikasi, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat terdapat 2 (dua) titik kritis, yaitu :

a.

Penetapan HPS sebagai upaya untuk menentukan penetapan pengadaan gabah
tunda jual. Penetapan HPS gabah tunda jual sangat dipengaruhi keadaan
alam/musim yaitu kondisi panen, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi
kecepatan dari pelelangan gabah.

Pengiriman barang, banyaknya titik bagi penerima bantuan fasilitasi gabah,
sehingga resiko terjadinya keterlambatan dalam pengiriman barang sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyedia barang.

Biaya yang diperlukan

Output jumlah gapoktan penerima fasilitasi gabah tunda jual yang didiberdayakan

memerlukan biaya yang sumber pendanaan dari APBD sebesar Rp.1.100.000.000,-

(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah).

KEGIATAN PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT
DAN PEMANTAUAN HARGA PANGAN STRATEGIS TA 2016

I.

Latar Belakang

Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil

yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan

untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan



sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk
mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.

Desa/kelurahan merupakan salah satu entry point untuk masuknya berbagai program
yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang secara
kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota,
propinsi, dan nasional.

Upaya penanggulangan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dilakukan oleh
BKP Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah melalui Kegiatan Padat Karya Pangan.

Dinamika naik turunnya pangan sangat dinamis, erat kaitannya dengan distribusi
atau sebaran dari komoditas pangan itu sendiri. Distribusi dan harga pangan sangat besar
pengaruhnya terhadap tingkat akses pangan masyarakat. Meningkatnya akses pangan bisa
terjadi apabila didukung oleh harga yang stabil dan terjangkau dengan distribusi atau
sebaran komoditas pangan yang merata sesuai dengan jumlah atau permintaan konsumsi.
Perhatian terhadap distribusi dan harga merupakan salah satu kegiatan prioritas untuk terus
dibangun.

Akses pangan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sering mengalami gangguan,
penyebabnya masih klasik yaitu kesinambungan ketersediaan pangan yang belum mantap
disamping faktor-faktor lainnya. Sering terjadi gangguan akses pangan di masyarakat
disebabkan oleh tidak cukupnya produk pangan dalam suatu wilayah. Kelancaran
distribusi/sebaran pangan jugan memberikan dampak negatif terhadap akses pangan
terutama produk yang tidak dihasilkan dari dalam wilayah itu sendiri, sehingga harus
didatangkan dari luar daerah. Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka untuk membangun
dan meningkatkan akses pangan masyarakat perlu dibangun system ketersediaan pangan
yang mantap dengan distribusi yang memadai dan stabilitas harga yang terjangkau oleh

daya beli masyarakat.

II. Tujuan
1. Tersedianya data dan informasi harga pangan strategis sebagai vahan
pengambilan kebijakan

2. Meningkatkan akses pangan masyarakat.

III. Sasaran
1. Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa Tengah.
2. Masyarakat miskin didesa/kelurahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3. Aparat di tingkat provinsi maupun kab/kota serta masyarakat.



IvV. Dukungan Dan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2016. Total usulan

anggaran sebesar Rp. 1.093.250.000 ( Satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus

lima puluh ribu rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No | Sub Kegiatan Jumlah (Rp.)

1 Pengadaan bahan pangan (beras) untuk kegiatan | 406.000.000
padat karya pangan

2 Pengadaan bahan pangan untuk pasar murah 200.000.000

3 Pengadaan Material padat karya pangan 174.000.000

4 Rakor HBKN 93.620.000

5 Padat karya pangan 49.620.000

6 Pasar murah pangan 67.180.000

7 Pemantauan harga pangan 102.500.000
TOTAL 1.093.250.000

V. Pelaksanaan
No | Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan

padat karya pangan

1 Pengadaan bahan pangan (beras) untuk kegiatan | Juni 2016

2 Pengadaan bahan pangan untuk pasar murah Juli 2016

3 Pengadaan Material padat karya pangan Juni 2016

4 Rakor HBKN Juli dan Desember 2016

5 Padat karya pangan Juni 2016

6 Pasar murah pangan Juni dan Juli 2016

7 Pemantauan harga pangan Januari s/d Desember
2016

VI. Indikator Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, yaitu: Informasi pasokan, harga dan akses

pangan strategis di 35 Kabupaten/Kota.

No | Sub Kegiatan Output

Outcome

1 Pengadaan bahan pangan | Tersedianya Paket beras
(beras) untuk kegiatan | untuk  kegiatan padat

Meningkatnya akses
pangan masyarakat dan

padat karya pangan

padat karya pangan karya pangan semangat gotong royong
2 Pengadaan bahan pangan | Tersedianya beras dan | Mendekatkan akses
untuk pasar murah paket sembako lain untuk | pangan msyarakat
kegiatan pasar murah | terutama menjelang hari
pangan raya idul fitri
3 Pengadaan Material padat | Tersedianya paket bahan | Meningkatnya akses
karya pangan material untuk kegiatan | pangan masyarakat dan

semangat gotong royong
di lokasi

4 Rakor HBKN Terlaksananya rapat
koordinasi HBKN lintas

Terumuskan langkah-
langkah kebijakan atau




No | Sub Kegiatan Output Outcome
sektor untuk menangani | intervensi apabila terjadi
masalah gejolak harga | permasalahan pada
menjelang HBKN ketersediaan harga
distribusi bahan pangan
masyarakat
5 Padat karya pangan Terlaksananya  kegiatan | Meningkatnya akses
padat karya pangan di| pangan masyarakat dan
lokasi 29 Kab semangat gotong royong
di lokasi 29 kab
6 Pasar murah pangan Terlaksanya kegiatan | Mendekatkan akses
pasar murah  pangan | pangan msyarakat
menjelang hari raya idul | terutama menjelang hari
fitri raya idul fitri
7 Pemantauan harga pangan | Terlaksananya Terpantaunya
pemantauan ketersediaan, kebutuhan
Terpantaunya dan harga pangan di 35
ketersediaan, kebutuhan | Kab/Kota
dan harga pangan harga
pangan strategis di 35
Kab/Kota

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DAN
PENGENALAN KONSUMSI PANGAN B2SA TA 2016

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang- Undang
Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian
pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam
pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara tersebut bisa terancam. Dalam Undang-
Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan,
dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan
lokal secara bermanfaat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan
merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kebutuhan
pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di
dunia. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan
mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Selanjutnya masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan,



perdagangan dan distribusi serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang
aman dan bergizi.

Hak atas Pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, sehingga merupakan
sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung
atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan
kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu
konsumsi itu berasal. Upaya pemenuhan hak atas Pangan tidak bisa hanya dilihat dengan
pendekatan teknis, tapi juga harus dibaca dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik
dalam kondisi sosial, di mana terdapat beragam relasi yang saling mempengaruhi di
dalamnya, baik individu dengan individu, maupun individu dengan (sistem) kelompok
masyarakat. Terkait dengan kompleksitas relasi tersebut, negara mempunyai peran penting
dikarenakan negara memiliki otoritas serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan berbagai
macam sumberdaya ekonomi dan politik yang tersedia demi kepentingan pemenuhan hak
atas Pangan.

Beberapa hasil kajian menunjukan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional
terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional),
rumah tangga dan individu. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman pangan
menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian
dan kedaulatan pangan. Dari segi fisiologis juga dikatakan, bahwa untuk dapat hidup sehat,
aktif, dan produktif manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada
berbagai jenis makanan, sebab tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap zat gizinya
selain air susu ibu (ASI).

Secara umum upaya penganekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan
secara massal, mengingat frend permintaan terhadap beras semakin meningkat seiring
dengan masih tingginya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan
iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin(Raskin) sehingga semakin
mendorong masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pangan pokok selain beras menjadi
mengonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai
sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan P2KP ini
merupakan implementasi dari Rencana Strategis.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga
ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar
lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan
produktif. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) merupakan suatu

tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena ketergantungan pangan khususnya



pada beras sangat besar, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pola makan yang
belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Untuk itu penganekaragaman
konsumsi pangan merupakan upaya penting untuk memantapkan atau membudayakan pola
konsumsi pangan B2SA yang memanfaatkan pangan lokal bersumber dari pemanfaatan
pekarangan guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan
produktif.

Menindaklanjuti visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, strategi yang telah dilaksanakan
untuk meningkatkan konsumsi pangan berpola B2SA melalui kegiatan pemberdayaan
kelompok wanita / dasa wisma dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sebagai
sumber pangan keluarga, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sejak tahun 2010. Kegiatan ini diwujudkan
melalui kegiatan: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Pekarangan sebagai sumber pangan keluarga mempunyai multi fungsi yaitu :
sebagai lumbung hidup, warung hidup, sumber benih/bibit, dan keasrian serta keindahan
bagi pemiliknya. Pekarangan sebagai penyangga ekonomi keluarga melalui pemanfaatannya
dengan membangun kawasan sentra produksi suatu komoditas potensial spesifik lokasi.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain (1). Semakin idealnya
konsumsi 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan
lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain) dengan
pendekatan penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang semakin meningkat yaitu Th.
2013 skor PPH 90,35, dan Tahun 2014 91,78, serta Sesuai dengan Permentan Nomor 65
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, salah satu
indikator kinerja capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target skor PPH 95 ditargetkan
dapat dicapai pada tahun 2025 (yang semula harus dicapai pada tahun 2015), (2). Semakin
banyaknya masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta makin bertambahnya usaha
mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal, (3). Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan
aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan
kelembagaan dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan
aman.

Terpenuhinya kebutuhan zat gizi, baik gizi makro maupun gizi mikro dalam jumlah
yang cukup, diperlukan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kelompok zat gizi

makro antara lain karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan kelompok zat gizi mikro



adalah vitamin dan mineral. Dinamakan zat gizi makro, karena kita membutuhkannya dalam
jumlah yang cukup banyak. Zat gizi makro diperlukan tubuh sebagai sumber energi serta
membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sedangkan zat gizi mikro
diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit (mg) namun sangat bermanfaat dan
diperlukan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan (tulang, gigi, sel dll), pencernaan dan
metabolisme, pembentukan imunitas, tekanan darah dan cairan tubuh serta pengendalian
syaraf. Oleh karena itu kecukupan zat gizi mikro sangat penting terutama untuk ibu hamil
dan anak-anak balita.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dipantau dengan menggunakan
ukuran Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu susunan pangan beragam yang didasarkan pada
sumbangan energi bagi setiap kelompok pangan baik secara relatif maupun absolut
terhadap total energi yang dikonsumsi oleh rumah tangga, yang memenuhi konsumsi
pangan baik kualitas dan kuantitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan
aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa (Suhardjo, et al 1998). Konsumsi
pangan yang sesuai PPH berarti sudah memenuhi aspek keseimbangan gizi (palatability),
daya cerna (digestybility), daya terma sosial (acceptability), kuantitas (Quantity), dan aspek
kecukupan gizi (Nutritional adequacy). Sedangkan kuantitasnya diukur dengan Skor Pola
Pangan Harapan (Skor PPH), yaitu susunan beragam pangan berdasarkan proporsi
keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima,
ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama, dengan nilai skor maksimal 100 yang
mana dapat tercapai apabila pola konsumsi pangan sudah ideal yang menggambarkan
semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk
suatu wilayah. Skor PPH di Jawa Tengah periode 2013-2015 dengan hasil sebagai berikut
90,35 pada tahun 2013, 91,78 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 91,45 (Data
survey BKP Prov. Jateng 2013-2015).

Gerakan P2KP sangat jelas di lapangan, terutama pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan
pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain
itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam
mengoordinasikan gerakan P2KP, khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (agent of change).

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga
ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar
lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan
produktif.



Menindaklanjuti visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, strategi yang telah dilaksanakan
untuk meningkatkan konsumsi pangan berpola B2SA melalui kegiatan pemberdayaan
kelompok wanita / dasa wisma dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sebagai
sumber pangan keluarga, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sejak tahun 2010. Kegiatan ini diwujudkan
melalui kegiatan: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain (1). Semakin idealnya
konsumsi 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan
lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain) dengan
pendekatan penghitungan skor Pola Pangan Harapan, sesuai dengan Permentan Nomor 65
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, salah satu
indikator kinerja capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target skor PPH 95 ditargetkan
dapat dicapai pada tahun 2025 (yang semula harus dicapai pada tahun 2015), (2). Semakin
banyaknya masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta makin bertambahnya usaha
mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal, (3). Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan
aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan
kelembagaan dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan
aman.

Ukuran zat gizi makro dan mikro yang dianjurkan untuk dikonsumsi tersebut
diterjemahkan dalam bentuk skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam PPH, pangan
dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yakni (1) padi — padian yang terdiri dari
beras, jagung, terigu dan padi — padian lainnya; (2) makanan berpati atau umbi — umbian
yang terdiri dari kentang, ubi, sagu, talas, dan umbi — umbian lainnya; (3) pangan hewani,
yang terdiri dari ikan, daging, telur, susu dan lemak hewani; (4) lemak dan minyak yang
terdiri dari kelapa, kemiri, kenari, mete dan coklat; (6) kacang — kacangan yang terdiri dari
kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang — kacangan lainnya; (7) gula yang
terdiri dari gula apsir, gula merah dan gula lainnya; (8) sayur dan buah, yakni seluruh jenis
sayur dan buah; dan (9) lain — lain terdiri dari teh, kopi, bumbu makanan dan minuman
beralkohol.

Beberapa hal tentang keanekaragaman pangan yang perlu menjadi perhatian adalah:



Makin banyak jenis bahan pangan yang dikonsumsi, makin lengkap perolehan
zat gizinya karena tidak ada satupun di dunia ini makanan tunggal yg memiliki
semua unsur gizi yg diperlukan tubuh dalam jumlah dan komposisi gizi yg ideal
Diversifikasi konsumsi pangan dimulai dari keluarga khususnya ibu rumah
tangga

Langkah awal adalah memperkenalkan beragam bahan pangan sedini mungkin.
Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kegiatan B2SA ini diutamakan
dilaksanakan di SD/MI/PONPES.

II. Tujuan

1.

Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta
mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras;

Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan
dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai
penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi
keluarga;

Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam
penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan,
pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan budaya makan yang beragam
bergizi, berimbang dan aman.

Meningkatkan pengenalan dan pemahaman konsumsi pangan B2SA pada anak

sejak usia dini.

III. Sasaran:

1.

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola
konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
Mendorong peningkatan pola konsumsi pangan semakin beragam, bergizi,
berimbang, dan aman yang diindikasikan oleh peningkatan skor PPH dengan
target skor 91,86 ditahun 2016;

Penerima manfaat sebanyak 105 Kelompok wanita yang tersebar di 35
kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah.

Meningkatnya pola konsumsi pangan B2SA pada anak usia dini di 17
SD/MI/Ponpes di 20 kabupaten/kota.



IV.

Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2016. Total usulan

anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupian).

Secara rinci sebagai berikut :

VI.

No | Sub Kegiatan Jumlah (Rp.)

1 Paket Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 105 1.120.000.000
Klp sasaran

2 Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

3 Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Hutan 8 139.400.000
Klp

4 Paket Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada 517.865.000
anak sejak usia dini di 17 SD/MI/Ponpes

5 Workshop Penyusunan Analisa Pola Konsumsi 69.085.000
Pangan Wilayah Th. 2016

6 Gerakan Konsumsi Pangan B2SA 18.450.000

Pelaksanaan

No | Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 105 Klp | Januari s.d Desember
sasaran 2016

2 Apresiasi Pemanfaatan Pekarangan di 35 | Februari s.d April 2016
Kab./Kota

3 Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Hutan | Maret s.d. Desember 2016
10 Klp

4 Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada anak | Juli s.d. Desember 2016
sejak usia dini di 20 SD/MI/Ponpes

5 Penyusunan Analisa Pola Konsumsi Pangan | April s.d. November 2016
Wilayah Th. 2016

6 Gerakan Konsumsi Pangan B2SA Oktober s.d. November

2016

Target Kinerja

No | Sub Kegiatan Output Outcome

1 Optimalisasi e Terkooordinasinya e Terselenggaranya pelak-
Pemanfaatan pelaksanaan kegiatan sanaan kegiatan optima-

Pekarangan 105 Klp
sasaran

ditingkat lapangan.

Memasyarakatnya kegiatan
pengembangan Diversifikas
idan Pola konsumsi pangan

melalui peningkatan
ketrampilan di 105
kelompok

Optimalnya  pemanfaatan
peka rangan dalam

mendukung peningkatan

lisasi pemanfaatan peka-

rangan ditingkat
lapangan.

Berkembangnya Diversifi-
kasi pangan di
masyarakat.

Pekarangan dimanfaatkan
secara optimal dalam

mendukung peningkatan
konsumsi pangan yang




Konsumsi  Pangan
B2SA pada anak
sejak usia dini di 17
SD/MI/Ponpes

pembelajaran pemanfaatan
pekarangan dalam
mendukung  pening-katan
konsumsi  pangan  yang

No | Sub Kegiatan Output Outcome
kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang
yang beragam bergizi dan aman.
seimbang dan aman. e Tersedianya pangan
e Meningkatnya penyediaan ditingkat rumah tangga
pangan ditingkat rumah yang bersumber dari
tangga pekarangan secara
e Optimalnya potensi sumber berkelanjutan.
daya pekarangan dalam | e Pekarangan sebagai
penganekara gaman sumber
pangan. penganekaragaman
pangan rumah tangga.

2 Apresiasi e Meningkatnya e Kelompok masyarakat
Pemanfaatan Pemberdayaan masyarakat mampu menyediakan
Pekarangan di 35 melalui pember-dayaan pangan untuk keluarga
Kab./Kota kelompok  wanita  tani secara berkelanjutan.

dalam mengelola lahan | ¢ Sumberdaya masyarakat
seba-gai sumber pangan semakin meningkat
keluarga, vyaitu melalui seiiring dengan
pengembangan sumber meningkatnya kualitas
pangan karbohidrat, konsumsi pangan.
protein,vitamin dan mineral
dalam vitamin dan mineral
untuk mendukung hidup se-
hat aktif dan produktif
melalui pengembangan pola
konsumsi pa ngan yang
beragam Bergizi Seimbang
dan aman (B2SA) vyang
ideal.
e Meningkatkan pengetahuan
kelompok masyarakat
dalam pengelolaan
pekarangan sebagai sumber
pangan

3 Pengembangan e Potensi desa hutan sebagai | ¢ Kelompok masyarakat
Pertanian Terpadu salah satu penyumbang desa hutan mampu
di Desa Hutan 8 Klp pangan dapat dimanfaatkan menyediakan pangan

dengan baik. untuk keluarga secara
e Kelompok  wanita tani berkelanjutan.

didesa hu tan mampu |e Sumberdaya masyarakat

mengoptimal-kan desa hutan  semakin

kemampuannya dalam meningkat berkorelasi

mengembangkan dengan meningkatnya

sumberdaya yang dimiliki. kualitas konsumsi pangan

4 Pengenalan e Terselenggaranya e Percontohan Pemanfaatan

pekarangan dalam
mendu-kung peningkatan
konsumsi pangan yang
beragam ber-gizi




No

Sub Kegiatan

Output

Outcome

beragam bergizi seimbang
bagi anak sejak usia dini.

e Terselenggaranya
pembelajaran pemanfaatan
potensi sumber daya
pekarangan dalam
penganekaragaman pangan
sebagai percontohan pada
anak sejak usia dini.

seimbang bagi anak sejak
usia dini.

e Percontohan pemanfatan
potensi sumber daya

pekarangan dalam
penganekaragaman
pangan seba- gai

percontohan pada anak
usia dini

Penyusunan Analisa
Pola Konsumsi
Pangan Wilayah Th.
2016

e Meningkatnya Konsumsi
Pangan Masyarakat vyang
beragam, bergi zi, seimbang
dan aman.

e Tercapainya Pola pangan
harapan (PPH) dengan skor
86

e Konsumsi Pangan Masya-
rakat yang beragam,
bergizi, seimbang dan
aman.

e Pola pangan harapan
(PPH)  Provinsi  Jawa
Tengah skor 86

Gerakan Konsumsi
Pangan B2SA

e Masyarakat mengenal dan
menya dari akan pentingnya
pangan B2SA.

e Tumbuhnya kesadaran anak
sejak usia dini akan
penting-nya pa ngan B2SA.

e Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam mem-
bangun ketahan an pangan
melalui konsumsi pa ngan
B2SA.

e Pangan vyang beragam
bergizi seimbang dan aman
(B2SA) dikenal dan
dipahami masya-rakat
melalui gerakan konsumsi
pangan B2SA.

e Konsumsi pangan masya-
rakat berpola B2SA.

e Anak usia dini mengenal
penting nya pangan
B2SA.

e Masyarakat berpartisipasi
dalam membangun
ketahanan pangan
melalui konsumsi pangan
B2SA.

e Terselenggaranya
gerakan pangan yang
beragam bergizi seimbang
dan aman (B2SA) melalui
gerakan konsumsi pangan
B2SA

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI
PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

TA 2016

L. Latar Belakang

Ketersediaan makanan pokok bagi seluruh masyarakat dalam sebuah negara sangat

berpengaruh terhadap kualitas SDM negara tersebut, sehingga pemenuhan kebutuhan akan

makanan pokok menjadi penting. Kebutuhan akan pangan karbohidrat yang semakin

meningkat akibat pertumbuhan penduduk sulit dipenuhi dengan hanya mengandalkan




produksi padi, mengingat terbatasnya sumber daya terutama lahan dan irigasi. Untuk
mencukupi kebutuhan makanan pokok, perlu dilakukan diversifikasi pangan khususnya
makanan pokok. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap makanan pokok tunggal beras.

Kebutuhan pangan selalu mengikuti trend jumlah penduduk dan dipengaruhi oleh
peningkatan pendapatan per kapita serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini
menunjukkan indikasi bahwa diversifikasi pangan sangat diperlukan untuk mendukung
pemantapan swasembada pangan. Dari kondisi ini maka harus dapat dipenuhi dua hal,
yaitu penyediaan bahan pangan dan diversifikasi olahan pangan. Diversifikasi atau
Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau
membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam
jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup
sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan
keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan
(PPH) dengan target sebesar 91,5 pada tahun 2016.

Pangan lokal daerah perlu dikembangkan demi tercapainya program percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan. Masih banyak umbi — umbian dan hasil pekarangan
lainnya yang pemanfaatannya belum optimal. Meskipun teknologi pengolahan pangan lokal
terdapat beberapa inovasi, namun minat dan pemasarannya masih perlu ditingkatkan.

Kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan bertujuan untuk menurunkan
konsumsi beras dan terigu, serta berperan positif dalam upaya menurunkan angka
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Membanjirnya produk
olahan impor dan produk olahan yang tidak memperhatikan aspek keamanan pangan yang
beredar di masyarakat terutama di perkotaan, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi
produsen pangan lokal untuk berkreasi dan berinovasi mengolah pangan lokal menjadi
produk yang digemari disamping aspek kesehatan dan melimpahnya bahan baku.

Pemanfaatan pangan lokal di setiap daerah di Jawa Tengah terus digalakkan secara
optimal. Salah satu sumber bahan pangan pengganti beras yang mempunyai potensi yang
baik adalah ubi kayu dan jagung.

Namun, hingga saat ini minat masyarakat terhadap pangan berbasis umbi-umbian
serta pangan lokal lain masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya
pengetahuan sebagian masyarakat tentang nilai gizi, tampilan produk pangan yang kurang
menarik, dan adanya anggapan bahwa ubi kayu dan jagung hanya dikonsumsi oleh
masyarakat berekonomi lemah dan pangan lokal tidak mempunyai nilai prestige. Oleh

karena itu, perlu sosialisasi ke masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan mulai dari



informasi komposisi nutrisi, unsur pangan fungsional (nilai tambah) dan karakteristik
fisikokimianya.

Upaya menurunkan peranan beras, dan menggantikannya dengan jenis pangan lain
menjadi penting dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mengintroduksi bahan
pangan alternatif pengganti beras yang berharga murah dan memiliki kandungan gizi yang
tidak jauh berbeda dengan beras.

Pengembangan teknologi seyogyanya mampu mengembangkan penggunaan jenis
serealia atau umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai substitusi atau pencampuran
sehingga ketergantungan terhadap impor terigu dapat ditekan. Keragaman hayati
(biodiversity) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah merupakan potensi besar yang dapat
diolah menjadi pangan. Sayang potensi besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara
optimal. Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terbuka berdampak pada lahirnya usaha-
usaha di bidang pangan dan gizi, sehingga dapat dijadikan momentum untuk membuka
peluang pemanfaatan komoditas pangan lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian
masyarakat. Beberapa komoditas lokal seperti ganyong, gembili, koro pedang dan
komoditas lainnya (yang nyaris tidak dikenal lagi) dapat dikembangkan sebagai pangan
alternatif. Kandungan karbohidrat dan protein pangan tersebut dapat mensubtitusi
penggunaan komoditas pangan utama pada aneka produk pangan. Terigu yang sering
menjadi polemik dapat berkurang penggunaannya dengan memanfaatkan tepung dari umbi-

umbian.

II. Tujuan

a. Peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat berbasis sumber daya lokal

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA
untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

c. Membangun budaya keluarga untuk mengonsumsi aneka menu makanan B2SA
untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi
pangan yang ada di sekitar rumah (pekarangan).

d. Meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah.

e. Peningkatan citra/nilai tambah pangan lokal melalui inovasi teknologi dan
promosi

f. Berkembangnya usaha pangan alternatif berbasis sumber daya lokal.

g. Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu.



II1.

IV.

Sasaran:

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

Aparat dari 35 kab/kota yang menangani pengolahan pangan lokal

44 Kelompok pengolah pangan alternatif berbasis sumber daya lokal

TP PKK Kabupaten/Kota

Para industri makanan lokal, UKM bidang pangan, katering dari Kabupaten /
Kota se-Jawa Tengah.

Masyarakat luas, baik birokrat, pengusaha maupun swasta.

Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2016. Total anggaran

sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

V.

VI.

Pelaksanaan

No | Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 Workshop Pengembangan Pangan Lokal Februari
2 Fasilitasi KWT Pengolah Pangan Alternatif Januari-Februari, Agustus-
Oktober
3 Lomba Cipta Menu Olahan Pangan Berbasis | Mei
Sumberdaya Wilayah
4 Pameran Pangan Lokal Juni, Agustus
(Tentative)
5 Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Kerjasama | September (Tentative)
Dengan Perguruan Tinggi
6 Stimulan alat pengolah pangan Oktober (Tentaive)

Output dan outcome

No Sub Kegiatan Output Outcome
1 Workshop Pemberian materi pelatihan | Meningkatkan motivasi,
Pengembangan dan demo mengenai | pemahaman, wawasan,
Pangan Lokal pemanfaatan pangan lokal pengetahuan, dan ketrampilan
tentang pengolahan pangan
berbasis sumberdaya lokal
2 Forum Terlaksananya forum diskusi | Adanya solusi2 dari berbagai
Pengembangan pangan lokal antara | permasalahan antara produsen,
Pangan Lokal stakeholders pengusaha pangan lokal, dan
konsumen
3 Lomba Cipta Menu | Terselenggaranya Lomba | Membangun budaya keluarga
Olahan Pangan | Cipta Menu Pangan Lokal | untuk ~mengonsumsi  aneka
Berbasis yang diikuti oleh perwakilan | menu makanan B2SA untuk
Sumberdaya 35 TP.PKK se-Jawa Tengah memenuhi  kebutuhan  gizi

Wilayah sehari-hari, dengan




No Sub Kegiatan Output Outcome

memanfaatkan potensi pangan
yang ada di sekitar rumah

(pekarangan)
4 Pameran Pangan | Terlaksananya pameran | Mempromosikan produk-produk
Lokal pangan lokal yang diikuti oleh | pangan olahan lokal unggulan
UKM binaan dari | dari berbagai daerah di Jawa
Badan/Kantor Ketahanan | Tengah
Pangan se-Jawa Tengah
5 Teknologi  Tepat | Terlaksananya kerjasama | Teknologi Olahan Pangan Lokal
Guna Olahan | dengan Perguruan Tinggi | dikenalkan dan disosialisasikan
Pangan Kerjasama | dalam hal pengembangan | kepada masyarakat luas melalui
Dengan Perguruan | olahan pangan lokal pameran produk inovasi
Tinggi
6 Stilmulan alat | Terfasilitasinya 44 kelompok | ¢ memperluas jaringan
pengolah pangan pengolah pangan lokal pemasaran  produk-produk
pangan lokal,
e meningkatkan kualitas

(peningkatan  produksi &
jenis produk) UKM bidang

pangan untuk
mengembangkan usahanya
serta mempercepat
penganekaragaman
konsumsi pangan di Jawa
Tengah.

VII. Target Kinerja
Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, yaitu Jumlah Kelompok Pengolah Pangan yang difasilitasi
sebanyak 44 Kelompok. Untuk mewujudkantarget tersebut, target kinerja pendukung yaitu :
e Terselenggaranya 1 kali Workshop Pengembangan Pangan Lokal
e Terselenggaranya fasilitasi 44 KWT Pengolah Pangan Alternatif tahun 2016
e Terselenggaranya 1 kali Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbasis
Sumberdayalokal
e Terselenggaranya 2 kali Pameran Pangan Lokal
e Terselenggaranya 1 kali (Pameran) Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

e Tersusunnya 1 paket Leaflet berkaitan dengan Pengolahan Pangan Alternatif

Pin Pangan Lokal

VIII. Penutup
Dengan adanya KAK kegiatan ini diharapkan aparat Kabupaten/ kota yang

menangani konsumsi dan pengolahan pangan dan UKM/ kelompok pengolah pangan lokal



untuk menerapkan wawasan dan ketrampilan di lapangan/ proses pengolahan, agar
masyarakat luas mau dan mampu melaksanakan pengolahan pangan secara beragam,
bergizi seimbang, serta aman dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di
sekitar kita. Produsen pangan lokal juga diharapkan mampu menciptakan produk yang
berdaya saing baik dari segi organoleptik (citarasa, penampilan, aroma, dll), kemasan,
kemudahan akses perolehan/ ketersediaan produk, pemasaran dengan memenuhi tuntutan
pasar yaitu kontinuitas produk, kemasan yang praktis, harga terjangkau, dan keunggulan di
segi kesehatan.

Promosi produk pangan lokal melalui wahana Pameran maupun Festival tingkat
provinsi Jawa Tengah yang dipadukan dengan Inovasi teknologi pangan yang dikembangkan
oleh Perguruan Tinggi dapat dikenalkan dan di aplikasikan kepada masyarakat berbagai
segmen seperti akademisi, pebisnis pangan lokal, dll dalam rangka perwujudan hidup
cerdas, aktif, dan produktif serta menjaga kearifan lokal sehingga diharapkan mampu
meningkatkan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dapat diterapkan di
tingkat rumah tangga sehingga pangan lokal dapat dikenalkan pada usia dini dalam rangka

peningkatan kesehatan agar hidup cerdas, aktif, dan produktif dapat terwujud.

KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
TA 2016

I. Latar Belakang

Undang-undang Pangan No 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa
Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian,
ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara produsen,
pedagang, konsumen maupun pemerintah. Sesuai dengan landasan hukum yang
berlaku yaitu UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan gizi Pangan dan Permentan Nomor 20 Tahun 2010
tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian mengisyaratkan bahwa produsen
pangan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan
jenis pangan yang diproduksi karena pangan yang tercemar oleh cemaran biologis,
kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan

kesehatan.



Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber
daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang
kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas
SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan
oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara
tidak langsung, status gizi dipengaruhi pula oleh pola asuh, ketersediaan pangan,
keamanan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau
mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami
penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai
standart dalam satu system pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca
panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai
ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses
pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari keadaan gizi
masyarakat, sebab keadaan gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan
seseorang, keadaan gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketrampilan
anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di masa
yang akan datang.

Tingkat Sumber Daya Manusia sebagai produsen pangan segar dan olahan
pangan belum maksimal, kenyataan di lapangan banyak pengusaha pangan segar
dan olahan tidak mengusahakan penanganan pengendalian mutu dengan
membentuk bagian pengendalian mutu dan keamanan pangan sehingga tidak ada
fungsi monitoring, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi mutu hasil dan
aspek keamanan pangan maka hasil pangan yang diproduksi masih bermutu rendah
karena tidak memenuhi standart pasar yang dapat memuaskan dan memberi
kenyamanan bagi konsumen, serta produk yang dihasilkan tidak aman.

Hasil Uji pada jajanan anak sekolah masih banyak makanan yang tidak
memenuhi syarat karena mengandung tambahan pangan kimia berbahaya seperti
Rhodamin B, Methanil Yellow, Borak dan Formalin. Demikian pula di pasar-pasar
tradisional dan Pasar modern seperti Swalayan banyak ditemui pedagang/pengusaha
yang menjual pangan dengan pewarna pakaian serta daging glonggongan dan

daging tiren. Kasus-kasus keracunan makanan dan pemenuhan pangan yang tidak



memenuhi kriteria yang aman tersebut terjadi karena Sumber Daya Produsen
pangan yang umumnya terbatas baik pengetahuan, ketrampilan dan modalnya.
Dalam memproduksi pangan baik pangan segar maupun olahan, tidak pernah berfikir
apakah makanan tersebut sehat dan aman dari bahan tambahan pangan yang
berbahaya serta dengan harga yang relatif murah, bahkan dapat menyebabkan
keracunan.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau
daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem
Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh masyarakat, peneliti dan Perguruan
Tinggi serta pebisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan
masing-masing serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam
rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau
proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi.
Sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa
pemenuhan pangan harus diproduksi dalam keadaan aman dan bermutu serta
terjangkau penyediaannya merupakan tanggungjawab bersama antara produsen
pangan dan pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan, baik di masyarakat
dan di sekolah-sekolah khususnya terhadap beredarnya produk pangan olahan yang
dikonsumsi dan sering menyebabkan gangguan kesehatan baik keracunan dan sakit
akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman tersebut, maka Badan Ketahanan
Pangan Provini Jawa Tengah perlu melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan

Keamanan Pangan.

II. Tujuan

a. Mengawasi keamanan pangan baik segar maupun olahan di kabupaten/kota
kerjasama dengan instansi yang menangani ketahanan pangan;

b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pengawasan dan penanganan
keamanan dan mutu pangan di provinsi dan kabupaten/kota; Meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan pengelola warung sekolah dalam memproduksi pangan
yang aman dan bermutu bagi anak sekolah

C. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengelola warung sekolah dalam
memproduksi pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah

d. Meningkatkan penyediaan pangan yang aman dan bermutu bagi anak sekolah



e. Meningkatkan Peran Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan yang
terjadi di masyarakat;

f. Melaksanakan Koordinasi dalam Jejaring, Intelijen, Pengawasan, dan Promosi
keamanan pangan;

g. Mensosialisasikan program kerja penanganan mutu dan keamanan pangan di Jawa
Tengah;

h. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya komunitas sekolah (Guru,
pengelola kantin sekolah, pedagang diluar sekolah, anak-anak sekolah, orang tua
murid, dan komite sekolah) tentang pengolahan pangan yang mengikuti standar cara
retail (GRP) yang baik;

i. Meningkatkan pengelolaan mutu dan keamanan pada pada pangan jajanan anak
sekolah;

j.  Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam peningkatan mutu dan
keamanan pangan;

k. Memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan tentang
pangan yang aman dan bermutu, baik pangan segar maupun olahan, agar
masyarakat semakin mengenal dan sadar untuk mengkonsumsi pangan yang aman

dan bermutu.

III. Sasaran
Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

e Produsen pangan segar maupun olahan pada 35 Kabupaten/kota, baik di pasar
tradisional maupun modern.

e Petugas kabupaten/kota yang membidangi keamanan pangan;

e Pelaku usaha dan pengelola Kantin Sekolah dalam memproduksi Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan
pangan;

e Tim SKPT Provinsi, Pejabat dan petugas yang membidangi keamanan pangan di
kabupaten/kota;

e Komunitas Sekolah Dasar belum melaksanakan SSOP dan GRP dalam

peningkatan mutu dan keamanan pangan;



IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2016. Total anggaran
sebesar Rp. 950.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

a. Pengawasan mutu dan keamanan pangan Rp. 260.980.000,-

b. Pembinaan kantin bermutu

pengelolaan sekolah yang aman dan

Rp. 234.350.000,-

@ = @ o o

V. Output dan outcome

Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Rp. 75.890.000,-
Gelar Pangan Aman dan Bermutu Rp69.570.000,-
Bimbingan Teknis Peningkatan mutu dan keamanan pangan Rp 109.210.000,-
Gerai pangan Rp. 119.000.000
Kantin Sehat Rp. 80.000.000

Masyarakat, Petugas, dan
kelompok usaha pangan /
petani / peternak dalam
penanganan produksi
pangan yang dijamin mutu
dan keamanannya

Memasyarakatnya pangan
yang aman dan bermutu
se Jawa Tengah;

No Sub Kegiatan Output Outcome
1 Pengawasan mutu Terlaksananya Diketahuinya pangan
dan keamanan pengawasan keamanan yang aman dan tidak
pangan pangan secara periodik di aman yang beredar
kabupaten/kota; di pasaran;
Meningkatnya Meningkatkan
pengetahuan Kelompok kualitas produk segar

dan  olahan yang
ada di pasaran;
Masyarakat semakin

mengenal dan
menyukai pangan
segar dan olahan

yang aman dan
bermutu.

2 Pembinaan

dan bermutu

pengelolaan kantin
sekolah yang aman

Meningkatnya ketrampilan
pengelola kantin sekolah
dalam  mengembangkan
dan menyediakan pangan
yang aman dan bermutu
bagi anak sekolah.

Tersedianya pangan
yang aman dan
bermutu di sekolah;

Berkurangnya kasus
keracunan anak
sekolah akibat
jajanan tidak aman.

Pangan
(SKPT)

3 Sistem Keamanan
Terpadu

Terselenggaranya
Koordinasi dalam Jejaring
Keamanan Pangan antar

instansi terkait dan
kabupaten/kota;
Meningkatnya

pengetahuan Kelompok

Masyarakat, Petugas, dan
kelompok usaha pangan /

Tersedianya pangan
yang aman dan
bermutu di
masyarakat,  pasar
tradisional maupun
pasar modern serta
tersusunnya rumusan
implementasi jejaring
keamanan  pangan




No Sub Kegiatan Output Outcome

petani / peternak dalam yang beredar di Jawa

penanganan produksi Tengah;

pangan yang dijamin mutu Masyarakat semakin

dan keamanannya sadar terhadap
pangan yang aman
dan bermutu;
Menurunnya kasus-
kasus keracunan
tingkat rumah
tangga, sekolah
maupun di
masyarakat;

4 Gelar Pangan Meningkatnya Meningkatnya
Aman dan pengetahuan produsen keamanan pangan di
Bermutu pangan dan pelaku retail Kantin Sekolah;

pangan dalam penanganan Pangan yang beredar
pangan yang baik, aman, di masyarakat (di
dan bermutu; sekolah) terjamin
Meningkatkan  kesadaran mutu dan
pengedar makanan untuk keamanannya;
melaksanakan cara

distribusi yang baik dengan

ketentuan peraturan yang

berlaku agar masyarakat

tidak dirugikan oleh

beredarnya produk yang

tidak memenuhi syarat

keamanan pangan;

Meningkatnya kemampuan

komunitas sekolah dalam

penanganan pangan yang

aman dan bermutu;

Tersedianya pangan yang

beredar di sekolah yang

aman dan bermutu

5 Bimbingan Teknis Terlaksananya Bimbingan Meningkatnya
Peningkatan mutu Teknis Peningkatan mutu pengetahuan,
dan keamanan dan keamanan pangan wawasan dan
pangan ketrampilan

produsen pangan
segar maupun
olahan tentang cara
meningkatkan mutu
dan keamanan
pangan.

6 Pembuatan Gerai Terwujudnya Gerai Pangan | ¢ Semakin dikenalnya
Pangan Yang yang Aman dan Bermutu pangan yang aman
Aman dan di kantor BKP Prov. Jateng baik pangan segar
Bermutu maupun olahan oleh




No Sub Kegiatan Output Outcome
masyarakat luas

7 Pembuatan Kantin | ¢ Terwujudnya Kantin Sehat | ¢ Karyawan/karyawati
Sehat di kantor BKP Prov. Jateng BKP maupun para
tamu BKP, semakin
terjamin  konsumsi
pangan yang sehat
dan aman.

VI. Penutup
Pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan merupakan prioritas yang
tidak dapat ditawar untuk saat ini dan kedepan. Kerjasama yang baik antar stake
holder sangat menentukan untuk keberhasilan kegiatan ini yang akan berdampak
langsung pada Sumber Daya Manusia yang akan bersaing di era globalisasi saat ini.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN
BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR) PADA PRODUK PANGAN
SEGAR TA 2016

L. Pendahuluan

Perananan pemerintah sangat besar dalam rangka melindungi masyarakat agar
dapat mengkonsumsi pangan yang sehat aman dan bermutu, dengan menetapkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan mutu pangan hasil
pertanian. Untuk mendukung kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil
pertanian telah dibentuk OKKP-P dan OKKP-D.

Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan sumber daya alam dan banyak
menghasilkan buah-buahan terbaik. Terlebih iklim dan cuaca negeri ini sangat mendukung
tumbuhnya buah khas tropis yang penuh nutrisi dan vitamin. Sayangnya, kebanyakan
masyarakat kurang mengapresiasi kekayaan tersebut karena lebih memilih untuk
mengkonsumsi buah impor yang biasa dijajakan dalam pasar swalayan.

Terkait dengan daya saing produk pertanian, perlu kiranya upaya meningkatkan
kemampuan untuk memasok barang dan jasa pertanian pada waktu, tempat, dan bentuk
yang diinginkan konsumen baik lokal, nasional, maupun internasional dengan harga yang
bersaing. Oleh karena itu, penting bagi kita pengetahuan yang menyeluruh mengenai

perubahan preferensi konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang



Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina
dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk
lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia dalam hal
ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa Tengah. Sehingga
fungsi pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian dapat berjalan
dengan baik.

Pengawasan terhadap peredaran produk segar pertanian, telah diatur melalui
Peraturan Menteri Pertanian di masing masing sub sektor. Peraturan Permentan Nomor
51/Permentan/0OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal
Tumbuhan diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari
peredaran produk pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya,
meningkatkan daya saing produk pangan segar serta memberi jaminan kepastian hukum
bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan yaitu UU No. 18 tahun 2012
tentang Pangan yang dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaan berkaitan dengan keamanan
pangan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
untuk menstimulir dinamika yang berkembang dalam menciptakan iklim perdagangan
pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut dari uraian tersebut diatas Gubernur Jawa Tengah telah
membentuk OKKP-D memalui Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2009
Tanggal 29 Desember 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

II. Pelaksanaan Kegiatan

1. Jenis Kegiatan
Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Produk Pangan Segar menuju Sertifikasi
Prima 3 & PSAT, Sosialisasi Keamanan Produk Pangan Segar, Peningkatan Nilai
Tambah Daya Saing (NTDS) produk buah dan sayur dan buah bersertifikat prima
3, Fasilitasi Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi PSAT, dan Koordinasi Pengawasan
Keamanan Produk Pangan Segar.



2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penanganan sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan batas minimun

residu pestisida pada buah dan sayur mempunyai maksud dan tujuan sebagai

berikut :

- Melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha produk pangan segar
untuk menerapkan sistem jaminan mutu dalam usaha memproduksi pangan
segar sehingga pangan yang diproduksinya mempunyai mutu yang baik dan
aman dikonsumsi;

- Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran
produk pangan segar yg tidak memenuhi persyaratan keamanan dan
mutunya;

- Meningkatkan kesadaran petani/pelaku usaha pangan segar terhadap
pentingnya memproduksi pangan yang aman untuk dikonsumsi melalui
Hazard Analysis Critical Control Point/ HACCP (GAP, GHP, GMP) dan sesuai
ISO 22000 dengan memberikan sertifikat prima 3 dan registrasi pangan
segar asal tumbuhan;

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman untuk
dikonsumsi dan bahaya dari pestisida pada bahan pangan yang melebihi
Batas Maksimal Residu (BMR);

- Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan pelaku
usaha/kelompok tani untuk menerapkan standarisasi mutu dan keamanan
hasil Pangan sesuai dengan HACCP (GAP, SOP, GHP dan GMP);

- Meningkatkan daya saing produk pangan segar.

3. Sasaran
- Petani/pelaku usaha komoditas unggulan di Kabupaten se Jawa Tengah yang
telah menerapkan GAP;
- Masyarakat sebagai konsumen pangan segar dan Petugas yang menangani
Keamanan Pangan Segar Kabupaten/Kota.

Indikator Keberhasilan dan keluaran
a. Indiaktor keberhasilan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat baik pelaku produk pangan segar,
pelaku perdagangan maupun konsumen terhadap pangan segar yang
aman untuk di konsumsi.
- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pangan segar yang di
produksi oleh petani dalam negeri.
- Meningkatnya jumlah dan jenis pangan segar yang mempunyai jaminan
mutu dan keamanan pangan.



b. Keluaran

- Terlaksananya bimbingan teknis bagi kelompok tani menuju sertifikasi

prima 3.

- Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk

pangan segar bersertifikat.
- Terlasananya sosialisasi keamanan pangan segar.
- Terlasananya fasilitasi sertifikasi prima 3 dan registrasi Pangan Segar Asal

Tumbuhan.

- Terlasananya pengawasan keamanan pangan segar.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan
Untuk implementasi sistem mutu dan keamanan pangan nasional telah

dilakukan analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman yang dihadapi. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dalam
Sistem Mutu dan Keamanan Pangan.
Sedangkan bentuk kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan,

pertemuan, pengkajian, kunjungan lapangan serta pelaporan.

6. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan
Kegiatan fasilitasi sertifikasi dan registrasi dilaksanakan di tempat kelompok yang
mengajukan sertifikasi, kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing
dilaksanakan di Jakarta dalam rangka mempelajari system kerjasama pemasaran

dengan distributor, sedangkan pertemuan di laksanakan di Provinsi.

7. Jadwal

Matrik Jadwal Kegiatan

No | Kegiatan Jan | Peb | mar | Apr | mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

1 Bintek  Pelaku  Usaha
Produk Pangan Segar
menuju Sertifikasi Prima
3

2 Peningkatan Nilai
Tambah Daya Saing
(NTDS) produk
bersertifikat

3 Sertifikasi Prima 3 dan
Registrasi PSAT

4 Sidang Komisi Teknis
OKKPD

5 Survailen Kelompok Tani
Oleh OKKP-D

6 Uji Residu Produk
Pangan Segar

6 Koordinasi Pengawasan
Keamanan Produk




No | Kegiatan Jan | Peb | mar | Apr | mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop

Des

Pangan Segar

7 Lomba Produk Buah
Bersertifikat Prima 3

8 Evaluasi dan monitoring

8. Biaya
Untuk mmendukung kegiatan tersebut di biayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah
tahun 2016 sebesar Rp. 750.000.000,-

KEGIATAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PROVINSI JAWA
TENGAH TA 2016

L. Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kehidupan
tanpa pangan tidak akan berarti. Sehingga kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia
yang pemenuhannya dijamin oleh Undang- undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur
dalam Undang- undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Penyelenggaraan pangan sebagaimana diatur dalam UU No.18 tahun 2012, dilakukan
untuk memenuhi kebutuhann dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata
dan berkelanjutan.

Adanya fonamena perubahan ilkim yang tidak menentu (Anomali iklim), pemanasan
global ledakan jumlah penduduk yang makin meningkat dari tahun ketahun dan makin
menyempitnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan merupakan faktor pemicu terjadinya
krisis pangan yg saat ini melanda beberapa negara dan makin meluas dari tahun ketahun.

Perubahan iklim yang tidak menentu berdampak besar pada ketahanan pangan,
tanpa ketahanan pangan pembangunan sosial dan ekonomi tidak akan terwujud. Perubahan
iklim sangat berpengaruh terhadap produksi pangan yang menyebabkan penurunan
produksi pangan, dan meningkatnya harga pangan, sehingga dapat menganggu
ketersediaan pangan dan berakhir dengan lemahnya ketahanan pangan. Dalam kondisi
tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin yang makin
terancam mengalami kerawanan pangan dan gizi kronis . Masyarakat miskin yang terancam
mengalami kerawanan pangan dan gizi kronis tersebut sebagian besar adalah para buruh
tani, petani, peternak dan nelayan skala kecil dan pekerja serabutan.




Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu, oleh karena
itu Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi penting keberadaannya.
Disamping itu Jawa Tengah merupakan wilayah yang rawan bencana, seperti meletusnya
gunung berapi, gempa bumi tektonik dan vulkanik, banjir bandang maupun tanah longsor.

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah
nyata dari implementasi Undang-undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya
kerawanan pangan baik transien maupun kronis.

Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
sudah berlangsung sejak tahun 2009, bertujuan untuk memperkuat Cadangan Pangan
Nasional dengan jumlah minimal 200 ton beras dalam periode 1 tahun. Pegelolaan stabilisasi
pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam
Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 13). Dalam UU
Pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari
produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional (CPN). Bila dari kedua sumber
tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor (pasal 14).

Dalam iklim yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, sangat perepngaruh
pada produk pangan dan harga pangan , maka amanat UU Pangan yang mewajibkan
pemerintah mengembangkan Cadangan Pangan menjadi suatu langkah yang sangat
strategis. Dengan membentuk Cadangan Pangan yang cukup, diharapkan tidak terjadi
kerawanan pangan pada masyarakat .

Sesuai UU Pangan, Cadangan Pangan Pemerintah terdiri atas cadangan pangan
pemerintah (pusat) dan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota), desa, serta cadangan pangan masyarakat (pasal 23 dan 27). Karena itu,
perlu dibuat pengaturan pembagian tugas yang jelas dan terukur antara pemerintah pusat
dan daerah, serta peran masyarakat. Peran pemda disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah dan besarnya jumlah penduduk di wilayahnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan pangan yang makin meningkat selain diperlukan
peningkatan produksi juga perlu disediakan cadangan pangan. Cadangan pangan
merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari
waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/kota, Pemerintah desa/kalurahan dan masyarakat sesuai dengan kondisi spesifik
daerah. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat
apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah

masing-masing. Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar pemerintah provinsi dan



kabupaten/kota dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi
bencana maupun keadaan darurat.

Fluktuasi produksi pangan baik antar waktu maupun antar daerah serta adanya
bencana alam (kekeringan, banjir, tanah lonsor, gunung meletus, angin, serangan hama
penyakit pada tanaman padi) selalu terjadi setiap tahun di Jawa Tengah, untuk
menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut diperlukan
adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota maupun
cadangan pangan yang dikelola oleh masyatakat.

Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan
tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan, serta mengantisipasi
terjadinya kekurangan dan keadaan darurat. Untuk menjamin ketersediaan dan cadangan
pangan pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan
pemerintah provinsi yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional yang diperlukan
untuk antisipasi rawan pangan transien dan kronis di masyarakat, akibat kekurangan
pangan (gagal panen), bencana alam, grjola harga dan akibat kemiskinan. Jumlah
cadangan pangan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diatur
dalam Permentan Nomor : 65 tahun 2010, dimana untuk besarnya Cadangan Pemerintah
Provinsi minimal sebesar 200 ton beras, Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 100 ton beras.

UU Nomor : 18 tahun 2012 mengamanatkan Pengadaan dan pengelolaan cadangan
pangan pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
dan atau Perintah Desa) dapat menugaskan badan usaha milik pemerintah atau badan
usaha non pemeirntah yang bergerak di bidang pangan. Untuk itu telah di tetapkan
Peraturan Gubernur Nomor : 60 tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor : 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

II. Maksud Dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Program
Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam
pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 yang pelaksanaan kegiatannya ada di Balai Pengembangan Cadangan (BPCP) Provinsi
Jawa Tengah dengan tujuan pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan yang telah
direncanakan dan tidak terjadi salah tafsir dan penyimpangan baik secara tehnis maupun
administrasi keuangan sehingga kegiatan akan memberikan manfaat yang banyak bagi
semua pihak yang terkait.



Tujuan dari kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan adalah :

a.

II1.

Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan
(kronis) pasca bencana, dan rawan pangan tresien karena kemiskinan dan
gejolak harga;

Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan
kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau
dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis
karena kemiskinan.

Mengelola cadangan pangan Provinsi untuk mengatasi terjadinya kekurangan
pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat;
Menyiapkan pangan siap salur bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan
pangan pada kondisi darurat.

Menyediakan sarana prasarana penyaluran cadangan pangan ;

Menyalurkan cadangan pangan pemerintah provinsi ke kab/kota yang
mengalami kerawanan pangan transien akibat bencana alam, gagal panen,
kekeringan, bencana sosial, paceklik atau kab/kota yang mengalami kerawanan

pangan kronis akibat kemiskinan dan/atau gejolak harga

Sasaran Dan Output Kegiatan

a.

Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak minimal 300 ton
gabah kering giling (GKG) varietas membramo/varietas unggul baru lainnya,
dengan spesifikasi Kadar Air maksimal 14 %, Kadar hampa maksimal 3 %,
rendemen minimal 60 %, kemasan 50 kg dalam karung plastik baru dengan
logo Prov Jateng dan tulisan sesuai yg telah ditentukan dan dijahit mesin.
Terpeliharanya cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, baik dari
segi kualitas maupun kuantitas sebanyak minimal 300 ton Gabah Kering Giling;
Tersedianya Stock Cadangan pangan pemerintah provisni yang siap salur setiap
saat.

Tersalurkannya cadangan pangan ke rumah tangga yang terkena bencana alam
atau keadaan darurat dan rawan pangan transien maupun kronis , khususnya

pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.



IvV. Dukungan Anggaran

Untuk mendukung kegiatan tersebut di biayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun
2016 sebesar Rp. 3.184.000.000,-

V. Target Kinerja 2016
a. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebanyak 317 ton Gabah
Kering Giling;
b. Pendistribusian pada 35 Kabupate/Kota.

VI. Penutup

Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Cadangan Pangan disusun sebagai bahan
acuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah pelaksanaan di lapangan dalam
rangka Pengembangan Cadangan Pangan serta distribusinya di Jawa Tengah. Selain itu juga
dipakai sebagai bahan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan agar
pelaksanaannya dapat efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta tidak terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
sangat diperlukan mengingat untuk mengatasi kerwanan pangan transien maupun kronis,
mengingat Provinsi Jawa Tengah sebagian besar wilayah dan topografinya rawan
bencana, jumlah penduduk yang relatif besar, dan masih banyak penduduk miskin di Jawa
Tengah.



